
SALINAN

BUPATI TAN.AH LFiVT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 105 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR

DENGAN RAHMAT■ `UHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAII I,AUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan elisiensi dan
efektivitas dalam Pengadministrasian Surat Keluar,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu nrenetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur

Mengingat

Pengadministrasian Surat Keluar;   ヽ

Undang― Undang  Norrlor  8  Tahun  1965  tentang
Pembentukan Daerah Tingkat H Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong de■ gan
mengubah Undang― Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang―Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pcmbentukarl Daerah Tingkat H di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor
51,Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor
2756);

Undal■ g―Undang N01■ 0=25 Tttun 2009 tC,Iε ng Pelayanan
Publik (lβ mbarttn Ncg04Fa ttρ P■,1ホ 1■19■9ヽlR T算卜■■ 2999
Nomo1 112,Tamba中 叩 Lcttbartt Negara Rc糾lbli卜 1149■esie

Nolttor 5033);

Undmg―Undttg  NomOr  12  Tahun  2011  :tOrlmng
:摯コ山諄れ¬km ttrat■ψan 早Om■d〔稗g―u,中颯gttI Cい囀壕崚攣
:Nlegam Reputt lndonesia つれり稗 2011‐  NOl■Or 182,
Tambahan Lembaran Negara:■publik科中,P''NQⅢ,T
5234);                           .      1
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Undang¨Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara(Lembaran Neg(lra Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Norrlor 5494);

Undang― Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Perne五ntahan  Daerah  (Lernbaran  Negara  Rcpublik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor 5587), lscbagailnana
tel〔 h diubah Terakhir dengan undang‐Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua atas Undang‐
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nolnor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Pcmbinaan dan Pcngawasan P,■ yelCnggaraan
PCtterintahan  Daerah  (Lembaran  Ncgara  Republik
lndonesia Tahu■ 2005 No7nOr 165, Tambahan lcmbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lelmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4737);

Pcraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Pcraturan Pclaksanaan tJndang― Undang Nomor 12 Tahun
201l tentang Pembentukan Pcraturan Perundang― undangan

(Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Tahun 2012 Nomor
199);

Peraturan Menteri
tentang Pedoman
Pemerintah Daerah;
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8.

9. Dalam Negeri Nomor
Tata Naskah Dinas

Tahun 2OO9

Lingkungan
５４

Ｄｉ

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2OLL
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman PenSrusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan ;
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2OO8 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);

14. Peraturan Daerah KaLupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi perangkat daerah l(abupaten
Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor l4l sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 1O Tahun 2013 Tentang
Perubahan Kedua atas Peratrrran Daerah Kabupaten Tanah
Laut N()mor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2Ol3 Nomor 1O, Tambahan
Leinbaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

l5.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011
tentang Pedoman Pcnl,elenggaraan Pelayanan Publik Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46);

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2OLL
tentang Penytrsunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2OLL Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERAS10NAL
PROSEDUR PENGADMINISTRASIAN SURAT KE17UAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratrrran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabup,aten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rallyat dae-ah menurut asas otonomi dan tugas



3.

4

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud drilam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintaha.n yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Laut.
Pengadministrasian Surat Keluar adalah proses
penanganan surat-surat yang dikirimkan sebagai jawaban
atau tanggapan atas isi surat masuk yang diterima dari
organisasi, kantor lain, atau perorangan, agar terjalin
rangkaian hubungan timbal balik yang sesuai yang
berakibat menguntungkan kedua belah pihak.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut
SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan.
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BAB  II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan adalah
untuk mengatur Standar Operasional Prosedur
Pengadminrstrasian Surat Kelu..:.r.

Pasal 3

Format Standar Operasional Prosedur Pengadministrasian
Surat Keluar sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bir.gian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
'f,\TA KERJA

Pasal 4

(1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional
Prosedur Pengadministrasian Surat Keluar, wajib
menguasai, memahami dan melaksanakan sistem Can

ketentuan yang berlaku dalam Pengadministrasian Surat

Keiuar.


